(0 DOS

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS IMPLEMENTASI
PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A
]
]
-

-

SH=

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam
Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

\|

Disusun Oleh :
Suryani Wagiarti
NIM. 016764069

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


Universitas Terbuka
Stamp


14/41409.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul Implementasi PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber
yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan {plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar.

Jakarta, April 2013
Yang Menyatakan;

| A
ErAM RIBU AUFIAR

CO0w EE
SURYANI WAGIARTL, ST
NIM. 016764069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. (021) 7415050 Fax. (021) 7415588

Kepada

Yth. Direktur PPs-UT

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang
Tangerang Selatan 15418

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari

Mabhasiswa,
Nama/NIM . Suryani Wagiarti / NIM. 016764069
Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan PP Nomor 53 tahun

2010 Tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya,.~bahwa TAPM dari mahasiswa yang
bersangkutan sudah selesai sekitar .....% sehingga dinyatakan sudah layak uji

dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini.dibuat untuk menjadikan periksa.

Mataram, April 2013

Pembimbing 1 Pembimbing [
Dr. Ir. Sri Harijati, MA Dr. Liestvodono B. Irianto
NIP. 19620213 198503 2 001 NIP. 19581215 198601 1 009

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

Analisis Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Suryani Wagiarti
NIM. 016764069
arievani.nova@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa
Barat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses. implementasi PP
Nomor 53 tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengacu pada empat
variabel teori Edward III yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3)
Disposisi/Sikap Aparatur dan (4) Struktur Birokrasi.- Metode penelitian yang
dipakai adalah metode kualitatif. Pemilihan informan kunci adalah purposive
sampling. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih
adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus
penelitian yang akan diteliti.

Instrumen penelitian ini adalah_peneliti sendiri dengan mengumpulkan
data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis
data penelitian ini menggunakan.reduksi data, penyajian data serta Penarikan
kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian ‘menunjukkan bahwa suluruh Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Kabupaten .Sumbawa Barat telah melaksanakan PP Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tersebut, dalam pelaksanaannya mulai Juni
2010 sejak pertama“diberlakukannya sampai dengan akhir tahun 2012 terjadi
peningkatan<pelanggaran disiplin PNS yang signifikan disebabkan karena masih
kurangnya “.pemahaman terhadap peraturan displin tersebut, kurangnya
pengawasan atasan langsung sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 53
Tahun 2010 bahwa pengawasan berada diatasan langsung yang bersifat melekat.

Sebagai kesimpulan bahwa Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum berjalan
efektif. Ditunjukan dengan terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap
jumlah penjatuhan hukuman disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat. Hal ini disebabkan karena 1) transformasi informasi dan tidak jelasnya
informasi tentang isi, tujuan dan ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, 2)
kurangnya sumber daya manusia khususnya di pejabat Eselon IVa dan IVb
(Kasi/Kasubag/Kasubid) selaku eselon terendah yang melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap personil PNS.

Saran yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa barat
Untuk lebih mengotimalkan Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan terus melakukan komunikasi dan
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lebih memperketat lagi aturan-aturan disiplin PNS agar tidak ada celah lagi pagi
PNS untuk melakukan pelanggaran atau mangkir pada jam kerja dan untuk lebih
tegas lagi menekankan kepada atasan langsung agar lebih mengoptimalkan
pengawasan terhadap staf sebagaimana ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS.
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An analysis of Implementation of PP No. 53 Year 2010 about civil servant’s

discipline in Government in West Sumbawa Regency

Suryani Wagiarti
NIM. 016764069
arievani.nova@gmail.com

ABSTRACT

Keywords: Civil servant’s discipline at West Sumbawa Regency

This study is aimed to analyze the process of implementation of PP No. 53
Year 2010 in West Sumbawa Regency which refer to four variables of Edward I11
theory, that is (1) Communication (2) Resources (3) disposition of'the attitude of
the apparatus and (4) bureaucracy structural. Research ‘method that used is
Qualitative Method. The selection of key informant is-purposive sampling which
is used by considering that the informant is a man. who well-known or involved
directly to the focus of the research.

The research instrument is the researcher itself by collecting data through
interview, documentation, and field observation. Analysis data technique for the
research is by using data reduction, data presentation, conclusion and also
verification.

The research result shows that all-of civil servants around West Sumbawa
Regency have done the PP No.:53(Year 2012 about civil servant’s discipline ,in
implementation, which was started-from June 2010, the first time that the rule is
applied, until the end of 2012 there is an increasing of violation of civil servant’s
discipline significantly which is caused by the lack of understanding about that
discipline rule, and also sthe lack of monitoring from the higher authority as
explained in PP No. 53 Year 2012 that the monitoring is handled by the higher
authority closely.

As a‘conclusion that implementation of pp no.53 about the civil servant’s
discipline in. West Sumbawa Regency that have not worked yet effectively.
Showed . by significant increasing that happens toward the amount of civil
servant’s discipline punishment in West Sumbawa Regency. It can be seen by
significant increasing toward discipline punishment to civil servant in west
Sumbawa regency. There are two reasons why it happened. First, changing
information and there is no clear information about the contents and purpose in PP
no. 53 Year 2010. Second, lack of human resources particularly for echelon
officer IVa and IVb as the lowest echelon officer.

It is suggested to government of West Sumbawa Region to optimize the
implementation PP no. 53 year 2010, through communication and strengthen civil
servant rule hence there is no more chance for employee to absent during office
hours. Moreover, head office expected to be more explicit in emphasizing the
higher authority to optimize the monitoring of the civil servants as explained in
PP n0.53 year 2010 which is about the civil servant discipline.
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mendapatkan sumberdaya, manusia yang lebih baik dan berkualitas dan dapat
memenuhi kebutuhan yang diharapkan.
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5
peningkatan yang drastis yaitu dari 46 orang menjadi 265 orang. Sementara
jika dilihat pada tahun 2012 tidak ada peningkatan jumlah pegawai karena

adanya penundaan sementara penerimaan CPNS (memoratorium PNS) yang

resmi diberlakukan sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas rumusan masalah penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Faktor — faktor apa saja yang mempengaruhiimplementasi PP Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tersebut adalah:
1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010
tentanig Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Untuk menganalisis Faktor — faktor apa saja vang mempengaruhi
implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan konstribusi
nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya kinerja PNS
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari segi teoritis dan

segi praktis. Untuk itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
a. Penelitian Terdahulu

Supianto (2012) meneliti Implementasi PP Nomor 53 tahun 2010
Tentang Disiplin PNS di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Tujuan
penelitian tersebut adalah menggambarkan bagaimana implementasi
peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang’disiplin pegawai
negeri sipil. di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Subjek penelitian
adalah pegawai di Kantor Camat Toho, pegawai di Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Pontianak dansmasyarakat di sekitar kantor camat
Toho. hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi peraturan
pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
terkendala dan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan oleh faktor
komunikasi yang. tetdiri dari transmisi, kemudian faktor sumber daya
yang terdiri dari staf dan fasilitas dan faktor disposisi atau kepatuhan
pegawaiterhadap peraturan.

Suci (2011) meneliti Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil dalam penyelesaian
pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
di Kota Jambi, (2) kendala yang dihadapi dalam penerapan pelanggaran

disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi, dan (3) merumuskan
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langkah-langkah yuridis apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan
Pegawai Negeri Sipil yang baik di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan
penelitian (1) empiris yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan
mengklarifikasi implementasi dari ketentuan peraturan perundang-
undangan (lapangan), (2) normatif yang mengkaji berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disiplin Pegawai
Negeri Sipil (kepustakaan). Penelitian lapangan dilakukan dengan
wawancara terhadap narasumber dan pejabat ‘Badan+ Kepegawaian
Daerah Kota Jambi, dan kuesioner dengan responden Pegawai Negeri
Sipil di Kota Jambi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:
Penerapan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi belum terlaksana secara efektif dan
kendala yang menghanibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang-Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi adalah
kendala yuridis berupa kendala sistem peraturan perundang-undangan
serta sistem pengawasan yang kurang efektif, dan kendala teknis berupa
belum+adanya Peraturan Daerah Kota Jambi yang khusus mengatur
dalam pemberian jenis hukuman tertentu secara tegas di Kota Jambi.
Langkah yang dapat dilakukan agar tercipta Pegawai Negeri Sipil yang
baik di Kota Jambi adalah dengan mengkaji kembali peraturan yang
dijadikan pedoman dalam penegakan disiplin dan meningkatkan
pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi, serta

membuat Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam
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penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan penjatuhan hukuman
disiplin tertentu di Kota Jambi.

Anggara (2012) meneliti tentang Pelaksanaan Penjatuhan sangsi
disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian tersebut
adalah untuk mengetahui Pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin oleh
Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat terhadap jenis-jenis
pelanggaran PNS di lingkungan Propinsi.Jawa Barat serta untuk
mengetahui hambatan-hambatan yang_timbul dalam meningkatkan
disiplin PNS dilingkungan Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan normative yuridis yaitu menitik beratkan pada
kajian dan analisis tentang data-data skunder dan wawancara lapangan
yang mendukung tentang ketentuan mengenai disiplin PNS. Data yang
terkumpul berupa bahan-bahan hokum yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti yang selanjutnya akan diteliti secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah penindakan disiplin pegawai yang dimaksud
sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta
memberikan kepastian dalam penjatuhan hukuman disiplin serta batasan
negenai pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan
PP Nomor 53 Tahun 2010. Hambatan yang terjadi dalam penegakan
disiplin PNS adalah kurangnya pemahaman tentang PP Nomor 53 Tahun

2010, kurangnya sarana dan prasrana, ketidak adilan penerapan sanksi
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dari pimpinan dan kurangnnya kesejahteraan PNS merupakan faktor
pendorong yang menyebabkan ketidakdisiplinan PNS.

Murtiningsih (2012) meneliti Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan
Kepegawaian Negara, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode diskriptif yaitu dengan mengurai dan menjabarkan
data yang diperoleh dengan pendekatan yuridis empiris yaitu kesesuaian
dengan teori dan kesesuaian dengan Keadaan dilapangan atau yang
dilakukan dengan mengindentifikasi dan mengklarifikasi implementasi
dari ketentuan peraturan perundang undangan (lapangan). Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi peraturan pemerintah
Nomor 53 tahun 2010 di Badan Kepegawaian Negara sudah dilaksanakan
akan tetapi hasilnya belum terlaksana secara optimal, karena beberapa
faktor 'yang mempengaruhi (1) kurangnya komitmen dari pimpinan
dalam mendisiplinkan pegawai dilingkungan unit kerjanya (2)
Kurangnya kesejahteraan pegawai karena kondisi ekonomi keluarga dari
pegawai schingga pegawai mencoba mencari tamabahan penghasilan
diluar (3) Kurangnya desiminasi/penyebaran informasi tentang subsatansi
kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga implementasi kebijakan
kurang efektif. Langkah yang dapat dilakukan agar tercipta Pegawai

Negeri Sipil yang baik di Badan Kepegawaian Negara adalah dengan
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mengkaji kembali peraturan yang dijadikan pedoman penegakan disiplin
dan meningkatkan pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap
Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara.

Mayangsari (2011) meneliti Pelaksanaan Pembinaan Disiplin
Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 (Studi
di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang). Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis kendala
serta solusinya terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin-kerja Pegawai
Negeri Sipil di BKD Pemerintah Kota.. Malang. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis .sosiologis dan analisa data
dengan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian
dapat diketahui bahwa pemibinaan disiplin kerja PNS ada 2 yaitu
pembinaan terhadap disiplin preventif yaitu upaya pembinaan yang
bersifat mencegah untuk tidak terjadi pelanggaran disiplin meliputi
pembinaan mental, pembinaan prestasi kerja dan karier, pembinaan
kesejahteraan dan sosialisasi peraturan yang mendukung pembinaan
disiplin kerja dan pembinaan terhadap disiplin korektif yaitu upaya
pembinaan yang bersifat memperbaiki (korektif) terhadap tindakan
pelanggaran disiplin. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain belum
adanya sinkronisasi tugas pokok dan fungsi antar unit kerja, belum
adanya tindakan yang tegas sebagai upaya pengawasan terhadap pegawai
yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dinasnya,sosialisasi

terhadap peraturan-peraturan tentang pembinaan disiplin kerja pegawai
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belum dapat berjalan secara optimal, belum bisa seseorang melaksanakan

disiplin kerja dengan tertib berdasarkan peraturan disiplin.

Mengacu pada penelitian — penelitian tersebut diatas, terdapat
kesamaan penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Perbedaan dari penelitian
terdahulu adalah Penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi
Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
PNS di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat ‘dan faktor — faktor apa
saja yang mempengaruhi impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa
Barat. penulis menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif
dengan menggunakan empat yariabel Edward III yaitu : komunikasi
(communication), Sumber daya (resources), Disposisi dan Sikap
(dispositions) dan struktur birokrasi (bureaucratic strukcture). PP
Nomor 53 Tahun 2010 tersebut sebagai peraturan pengganti PP Nomor
30 Tahun 1980 yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk
lebih menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS dan
dengan diberlakukannya PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diharapkan
untuk lebih meningkatkan disiplin menuju terwujudnya PNS yang
profesional, mendorong kinerja dan perubahan sikap PNS dan pejabat
serta mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran hukuman
disiplin.  Selain perbedaan tersebut, terdapat juga perbedaan waktu

penelitian dan jumlah informan.
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2. Konsep Kebijakan

Dunn (2000:51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis
istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan
Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-
kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin menjadi
poliria (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang
berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi
pemerintahan. Jones dalam Winarno (2002:14). menjelaskan istilah
kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik sehari-hari namun
digunakan untuk menggantikan kegiatan \atau keputusan yang sangat
berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program,
keputusan (decisions), standar, proposal dan grand design. Richard Rose
dalam Winarno (2002:15-16) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya
dipahami sebagai.~“serangkaian kegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang

bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri”

Carl Friedrich dalam Wahab (2008:3) memandang kebijakan
adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
sehubungan dengan adanya hanbatan-hambatan tertentu seraya mencari
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan. Sejalan dengan Anderson dalam Wahab (2008:03) Secara

umum Merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara
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sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan
dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Anderson dalam Winarno (2002:16-18) merumuskan bahwa
“kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau
suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu : (1)
titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud
dan tujuan, bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah
direncanakan oleh aktor-aktor yang terlihat.dalam sistem politik, (2)
suatu kebijakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan
berbagai kebijakan lainnya di dalam masyarakat, (3) kebijakan adalah
apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan bukan apa yang
diinginkan pemerintah;(4) kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat
positif dan atau_negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup
bentuk tindakan, pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu
masalahtertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu
keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil
tindakan dan atau tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu
persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah, (5) Kebijakan harus
berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk
mematuhinya.

Winarno (2002:16) menjelaskan Sifat kebijakan publik sebagai
arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci

menjadi beberapa kategori yaitu.
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1) Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-
tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau
pemerintah, ditujukan pada pada pejabat-pejabat pemerintah dalam
suatu sistem politik.

2) Keputusann-keputusan kebijakan (policy decisions) didefinisikan
sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat
pemerintah yang mengesahkan atau memberikan arah dan substansi
kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. | Termasuk dalam
kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang memberikan
perintah-perintah  eksekutif atau _pernyataan-pernyataan resmi,
mengumumkan peraturan-peraturan  adminitratif atau membuat
interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

3) Pernyataan-pernyataan/ kebijakan (policy statement) adalah
pernyataan-pernyataan resmi dan artikulasi artikulasi kebijakan
publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang
legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan,
peraturan-peraturan  administratif ~dan  pengadilan, maupun
pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah
yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang
dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hasil-hasil
kebijakan lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-
kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut

keputusan-keputusan dan penyataan-pernyataan kebijakan.
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4) Dampak-dampak kebijakan (outcomes) lebih merujuk pada akibat-

akibatnya bagi masyarakat baik yang diinginkan yang atau tidak

diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan
pemerintah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan
pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan
masalah demi kepentingan masyarakat.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Impelementasi kebijakan merupakan tahap awal dalam proses
kebijakan dan merupakan faktor'yang paling penting bagi keberhasilan
sebuah kebijakan seperti yang dikemukakan Seperti yang dikemukakan
oleh Winarno (2002:162) Implementasi kebijakan merupakan proses
krusial dalam proses; kebijakan publik, tanpa adanya implementasi
kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya menjadi catatan-catatan
diatas_meja kerja pejabat. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan
politik kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran
birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan
siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Udoji dalam Wahab (2008:59) mengemukakan “The Execution of
policies as as important if not more important than policy-making.
Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are

implemented” (Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting dari
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pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan
sekedar berupa impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam
arsip kalau tidak diimplementasikan). Wahab (2008:63) juga menegaskan
bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari
keseluruhan kebijakan.

Dunn (2000:132) menjelaskan implementasi kebijakan (policy
implementation) pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam
kurun waktu tertentu. Kamus Webster dalam Wahab (2008:64) dalam
buku Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara merumuskan secara. pendek bahwa to implement
(mengimplementasi) berarti to <provide the means for carrying out;
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical
effect to (menimbulkan® dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi
kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan
kebijaksanaan -yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:68) merumuskan
proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan
kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:102) dalam buku Teori

dan Proses Kebijakan Publik memandang implementasi pada sisi yang
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lain implementasi merupakan fenomena yang komplek yang mungkin
dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Winarno (2008:101) memandang Implementasi kebijakan dalam
arti yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi
hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam
Winarno (2008:102) menjelaskan Implementasi ' kebijakan sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh. individu — individu atau
kelompok-kelompok Pemerintah maupn swasta yang diarahkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan - tindakan operasional
dalam kurun waktu-t€rtentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-
usaha untuk ‘mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh
keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi tidak akan dimulai
sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh
keputusan-keputusan kebijakan. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu
tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar
keputusan untuk melakukan sesuatu kebijakan sebagai suatu program
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah
(Islamy, 1995: 14)

Adapun makna Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier

dalam Wahab (2008; 65 ), mengemukakan bahwa “Implementasi adalah
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memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak
nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”. Kebijakan umumnya
ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan
implementasi.

Dengan mengikuti paham kebijakan bahwa kebijakan adalah
tindakan yang ditetapkan dan’ dilaksanakan oleh pemerintah yang
mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh takyat, Islamy (1995:20) menguraikan beberapa
elemen penting kebijakan publik yaitu.

1) Bahwa kebijakan publik dalam bentuk perdanya berupa tindakan-
tindakan pemerintah;

2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;

3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan
tertentu;

4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi

kepentingan seluruh anggota masyarakat.
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Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:106)
menggolongkan kebijakan — kebijakan menurut dua karakteristik yang
berbeda, yakni : jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana
konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses
implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik
yang paling penting setidaknya dalam dua hal. Pertama, implementasi
akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari
kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi
oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

Grindle dalam Mahmudi (2008) menambahkan bahwa proses
implementasi baru akan dimulait apabila tujuan dan sasaran telah
ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah
disalurkan untuk mencapai‘sasaran.

Van Meter.~dan Van Horn dalam Winarno (2002: 148)
mengemukakan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan
secara efektif tetapi gagal memperoleh hasil subtansial karena kebijakan
tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Dengan
demikian Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Melihat dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka
implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan atau
aplikasi rencana dalam praktek untuk dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan.
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4. Model Implementasi Kebijakan Publik
a. Model Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn
Model tersebut kerapkali oleh para ahli disebut sebagai “The
Top Approach”. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab
(2008:71) untuk mengimplementasikan kebijaksanaan Negara secara
sempurna (perpect implementation). Maka diperlukan beberapa
persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :
1) Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana
tidak menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber
yang cukup memadai;
3) Perpaduan sumber-sumber.yang diperlukan benar-benar tersedia;
4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang andal;
5) Hubungan  kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
rantal penghubungnya;
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalan urutn yang tepat;
9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
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b. Model Kebijakan Marilee S. Grindle
Grindle dalam Wahab (2005:59) menyatakan bahwa ada dua
hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan
yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks dari implementasi
itu sendiri (context of implementation). Isi kebijakan meliputi :
1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (interest effected);
2) Jenis manfaat yang dihasilkan (type of benefit);
3) Derajat perubahan yang diingikan (extent of change envisioned);
4) Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making);
5) Siapa pelaksana kebijakan (program iplementation),
6) sumberdaya yang dikerahkan atau yang dilibatkan (resouces
communitted),
konteks  implementasi  kebijakan  (content of  policy
implementation).meliputi :
1) kekuasaan,, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
(power,interest, dan strategy of actors invoited);
2) karakteristik lembaga dan penguasa (insitution and regime
characteristics);
3) kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (compliance
and responsiveness)
c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Model tersebut disebut A Frame Work For Implementation
Analysis (kerangka analisis implementasi) Mazmanian dan Sabatier

dalam Wahab (2008:81) berpendapat bahwa peran penting dari

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

23
analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah
mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi
tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses
implementasi. Variebel-veriabel dimaksud dapat diklasifikasikan
menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu.

1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan

2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan
secara tepat proses implementasinya; dan

3) Pengaruh langsung berbagai _variabel '~ politik terhadap
keseimbangan dukungan bagi_ tujuan yang termuat dalam
keputusan kebijaksanaan tersebut.

d. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model tersebut disebut sebagai A Model Of Policy
Implementation’ Process (Model Proses Implementasi Kebijakan)
Proses Implementasi akan Model ini merumuskan sebuah abstraksi
yang. memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang
mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn
dalam Winarno (2002:111) menyatakan bahwa implementasi sebagai
suatu proses (Implementations as a Linier Process) ada 6 (enam)
variabel yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja antara lain :
a. Ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini di dasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-
faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van

Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian
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merupakan tahap krusial dalam tahap implementasi kebijakan.
Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-
ukuran dasar dan tujuan - tujuan kebijakan direalisasikan. Ukuran-
ukuran dan tujuan-tujuan dasar berguna di dalam menguraikan
tujuan — tujuan kebijakan secara menyeluruh.

b. Sumber — sumber kebijakan
Variabel Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian
karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel
ini mencakup dana dan perangsang (intensive) yang mendorong
dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar anggota‘dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Variabel implementasi” akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran
dan tujuan = ‘tujuan dipahami oleh individu-individu yang
bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Variabel tersebut
sangat penting karena ketepatan komunikasi dengan para
pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar
dalam tujuan - tujuan program yang dikomunikasikan dengan
berbagai sumber informasi.

d. Karakteristik dari badan pelaksana
Karakterisitik dari badan pelaksana mempengaruhi pencapaian
kebijakan. Karekteristik dari badan pelaksana adalah struktur
birokrasi yang yang diartikan sebagai karakteristik - karakteristik,
norma - norma dan pola - pola hubungan berulang — ulang dalam

badan eksekutif yang mempunyai hubungan potensial maupun
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nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan
kebijakan.

e. Kondisi sosial ekonomi dan politik
Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan pusat
perhatian yang besar karena faktor — faktor ini mempunyai efek
yang mendalam terhadap pendapaian tujuan kebijakan.

f. Kecendrungan pelaksana (implementator)
Variabel ini mempengaruhi pencapaian Kkebijakan. Pemahaman
dan sikap dari pelaksana kebijakan. (implementator) sangat
mempegaruhi dalam penyampaian. ukuran-ukuran dasar dan
tujuan-tujuan kebijakan.

Model Van Meter dan Van Horn dalam Winarno

(2002:109) ini ‘menggambarkan bentuk ikatan (linkage) antara
kebijakan dan-pencapaian (performance). Model tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut.

Ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan

Sumber-Sumber Kebijakan

Komunikasi antar organisasi

dan Kegiat lak L 5| Efektifitas Implementasi
an Kegiatan pelaksana

Karakteristik badan - badan
pelaksana

Kondisi sosial ekonomi dan
politik

Kecendrungan Pelaksana

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
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e. Model Implementasi George. C. Edward 111
Edward III dalam Winarno (2002:125) mengemukakan
implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada
diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-
konsekuensi (output, outcomes) yang ditimbulkan oleh kebijakan itu.
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan
dipengaruhi empat faktor atau variebel yang krusial. Ke empat faktor
atau variabel tersebut berpengaruh terhadap | keberhasilan atau
kegagalan impelementasi kebijakan. Variabel - variabel tersebut
adalah :
a. Komunikasi (communication)
Secara umum Edward/dalam Winarno (2002:126) membahas tiga
hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu tranformasi
informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi
informasi - (consistency). Komunikasi merupakan persyaratan
utama dalam implementasi kebijakan yang efektif karena
pelaksana kebijakan (implementator) harus memahami isi dan
tujuan-tujuan kebijakan sebelum meneruskannya kepada personil
(pelaku) kebijakan
b. Sumber daya (resources)
Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan
kebijakan. Isi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat

dikomunikasikan tetapi jika para pelaksana (implementator)
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kurang sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan isi
kebijakan maka implementasipun cenderung tidak berjalan efektif.
Sumber daya tersebut meliputi : Staf, anggaran, fasilitas-fasilitas
dan wewenang

c. Disposisi (dispositions) atau Sikap
Disposisi dan sikap aparatur birokrasi pelaksana kebijakan sangat
berpegaruh dalam menyampaikan dan melaksanakan isi dan
tujuan—tujuan implementasi kebijakan. Ada tiga bentuk sikap atau
respon implementor terhadap kebijakan;. kesadaran pelaksana,
petunjuk/arahan pelaksana untuk ‘merespon tujuan kebijakan
kearah penerimaan atau spenolakan, dan intensitas dari respon
tersebut.

d. Struktur birokrasi (bureaucratic strukcture)
Menurut Edward dalam Winarno (2002:150) ada dua karakteristik
utama' dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran
dasar atau sering disebut sebagai Standar Operating Procedures
(SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh
penting pada implementasi. Salah satu aspek dasar dalam
organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya atau SOP.
Prosedur ini biasa digunakan dalam menanggulangi keadaan
umum digunakan dalam organisasi publik. Sifat kedua dari
struktur birokrasi yang berpegaruh dalam pelaksanaan kebijakan

adalah fragmentasi organisasi.
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Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan yang menjadi
acuan utama dalam pembentukan kerangka berfikir adalah Model
implementasi kebijakan dari Edward III dengan alasan bahwa faktor —
faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat, lebih cenderung kepada faktor internal. sedangkan faktor
eksternal pengaruhnya relatif kecil. Penulis hanya akan membahas faktor-
faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan
kegagalan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin PNS di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.
Variabel penelitian ini adalah :
a. Komunikasi
b. Sumber daya
c. Disposisi atau Sikap aparatur
d. Struktur birokrasi.

5. Disiplin Kerja

a. Konsep Disiplin

Kata disiplin berasal dari kata Latin “discere”, yang artinya
mengajar atau membentuk. Ada juga pakar manajemen yang
mengatakan disiplin berasal dari kata Latin “’Disciplina” yang berarti
latthan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta

pengembangan tabiat. Definisi Kamus tentang disiplin adalah :
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Instruksi, Memelihara perintah, Pelatihan mental, Suatu sistem aturan,

Mengendalikan perilaku.

Disiplin merupakan suatu sikap untuk bertindak sesuai dengan
ketentuan atau norma yang berlaku dilingkungan organisasi. Hal
tersebut sejalan dengan pengertian disiplin yang dikemukakan oleh
Sulistyani (2004:324) adalah sikap mental yang tercermin dalam
perubahan atau tingkah laku perorangan, kelompok’ atau.-masyarakat,
yang berupa ketaatan (obidience) terhadap peraturan yang ditetapkan
pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam
masyarakat untuk tujuan tertentu. .Dari pengertian diatas, bahwa
disiplin mengacu pada pola dan tingkah laku dengan ciri-ciri sebagai
berikut :

1) Adanya hasrat yang-kuat untuk melaksanakan seperlunya apa yang
sudah menjadi" norma, etik dan kaidah yang berlaku dalam
masyarakat

2) Adanya perilaku yang dikendalikan

3) Adanya ketaatan (obedience)

dari pola ciri-ciri tingkah laku pribadi disiplin tersebut dijelaskan

bahwa disiplin memerlukan pengorbanan, baik itu perasaan, waktu,

kenikmatan dan lain-lain.

Prijodarminto dalam Indrawan (2008), menyatakan bahwa

disiplin itu mempunyai tiga aspek, yaitu :
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1) Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan
tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan,
pengendalian pikiran dan pengendalian watak;

2).Pemahaman yang baik mengenai sistim aturan perilaku,
norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga
pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang
mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma,
kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk
mencapai keberhasilan (sukses);

3).Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan
hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

Mondy dan Noe dalam Iswanto (2005:6.49) mengemukakan
disiplin sebagai keadaan dimana karyawan mampu mengontrol diri
mereka sendiri, penyelenggaraan organisasi yang tertib, serta
menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi.
Moenir (1987: 183), menyebutkan bahwa: “ Disiplin kerja ditujukan
terhadap aturan yang menyangkut disiplin waktu dan disiplin terhadap
perbuatan dan tingkah laku sesuai dengan tata kerja®“. Dan dijelaskan
lagi oleh Moenir (1987: 178), disiplin menyangkut dua hal, yaitu :

1). Disiplin terhadap waktu, yang artinya apabila sesuatu telah
ditetapkan, misalnya dimulai jam 05.00 WIB (pagi) maka
harus tepat jam 05.00 WIB (pagi). Contohnya adalah ketaatan
pegawai terhadap peraturan mengenai jam kerja.

2).Disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku, artinya
keharusan seseorang untuk mengikuti dengan ketat perbuatan
atau langkah tertentu agar mencapai sesuatu sesuai dengan
dengan standar. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pekerjaan
yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam arti
dapat sesuai dengan ketepatan dengan penyelesaian pekerjaan
mengikuti tata cara kerja yang berlaku dan sebagainya.
Mengacu dari beberapa pendapat mengenai disiplin diatas,

maka disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik secara tertulis
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maupun tidak tertulis ataupun ketaatan terhadap semua aturan yang
berlaku

b. Bentuk Disiplin Kerja
Mangkunegara (2001: 129), mengemukakan bahwa ada dua

bentuk disiplin kerja, yaitu:

1. Disiplin Preventif
Disiplin Preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai
mengikuti dan mematuhi pedoman kerja. Aturan-aturan yang telah
digariskan oleh perusahaan. Tujuan.. dasarnya adalah untuk
menggerakan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif,
pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan
perusahaan. Pemimpin” perusahaan mempunyai tanggung jawab
dalam membangun (iklim organisasi dengan disiplin preventif.
Begitu pula’ pe€gawai harus dan wajib mengetahui memahami
semualpedoman Kkerja serta peraturan-peraturan yang ada dalam
organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang
berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem
yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka
diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja.

2. Disiplin Korektif
Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam
menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap
mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada

perusahaan. Pada disiplin korektif tersebut, pegawai yang
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melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki
pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan
memberikan pelajaran kepada pelanggar. Disiplin korektif
memerlukan perhatian khusus dan proses prosedur yang
seharusnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (1999:305),
mengemukakan bahwa bentuk disiplin kerja. didalam organisasi
terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu.

1. Disiplin Preventif
Disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan
untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi
standar yang .telah (ditetapkan. Artinya melalui dan penjelasan
tentang pola,. sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari
setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai

karyawan berprilaku negatif.

2. Disiplin korektif
Disiplin korektif adalah pendisiplinan yang dilakukan apabila ada
karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar
yang telah ditetapkan, maka kepadanya dikenakan sanksi
disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi tentunya tergantung
pada bobot pelanggaran yang dilakukan karyawan. Pengenaan

sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hirarki. Artinya
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pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan langsung karyawan yang
bersangkutan, diteruskan pada pimpinan yang lebih tinggi, dan
keputusan akhir dari sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan
yang berwenang untuk itu. Prosedur tersebut ditempuh dengan
maksud yaitu, bahwa pengenaan sanksi dilakukan secara obyektif
dan bahwa pemberian sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran
yang telah dilakukan.

Berdasarkan pendapat diatas maka ada. dua bentuk disiplin
kerja yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah disiplin
preventif dan disiplin korektif. Dua bentuk disiplin kerja tersebut
dianggap relevan oleh penulis, dalam membantu menganalisis
bagaimama implementasi” kebijakan PP Nomor 53 Tahun 2010,
Disiplin Preventif imerupakan upaya menggerakkan PNS untuk
mematuhi pedomati dan aturan-atutan disiplin PNS sedangkan disiplin
korektif  adalah pelangaran disiplin PNS bagi  pegawai yang
melanggar disiplin perlu diberi sanksi sesuai denga peraturan yang
berlaku. Tujuan pemberian sanksi disini adalah untuk membina
pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan
memberikan pelajaran kepada pelanggar.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah tersebut
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perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk mewujudkan PNS
yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan
peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam
menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib
dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk
lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 “tentang~ disiplin PNS
merupakan sarana pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur dan
membina PNS dalam mengendalikan perilaku PNS untuk lebih konsisten
terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara pelayan
publik.

Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tersebut memuat 17
kewajiban yang.wajib dilaksanakan, 15 larangan yang tidak boleh
dilanggar, jenis-jenis pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin yang
dapat_ dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan
pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina
PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan
mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan
memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman
disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal
ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang

menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman
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disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang
berwenang menghukum bahkan kewenangan untuk menetapkan
keputusan  pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan
hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai
dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak
dari pelanggaran yang dilakukan.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin diberikan hak untuk membela diri. melalui upaya administratif,
sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam
penjatuhan hukuman disiplin. .Pemberlakuan PP 53 tahun 2010 ini
bukanlah tanpa maksud dan tujuan, ini adalah sebuah kebijakan publik
yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah
merosotnya (disiplin PNS. Masalah tersebut adalah masalah PNS
termasuk didalamnya adalah hak dan kewajibannya sebagai seorang PNS
dan.merupakan masalah publik yang berdampak luas terhadap kondisi

sosial, politik dan ekonomi masyarakat kita jika diabaikan.

PP Nomor 53 Tahun 2010 merupakan langkah awal untuk
menciptakan aparatur yang profesional. PP 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai mulai diberlakukan tanggal 10 Juni 2011.

Pemberlakuan Peraturan tersebut diharapkan dapat memperkecil peluang
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PNS untuk membolos, karena sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin

lebih ketat dari aturan lama yang termuat dalam PP 30 tahun 1980.

PP 53 Tahun 2010 tersebut atasan langsung bertanggung jawab
secara penuh terhadap disiplin seluruh stafnya. Dan bagi atasan langsung
yang tidak menindak/menjatuhi hukuman kepada stafnya yang melanggar
peraturan disiplin PNS akan dikenakan hukuman disiplin yang sama
jenisnya dengan hukuman yang seharusnya ditefima..PNS yang
bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dengan pengenaan Sanksi bagi
pelanggar disiplin tentang ketentuan tidak masuk kerja, seperti tercantum
dalam pasal 8, yang memberikan sanksi diatur secara bertingkat (lihat

tabel).

Tabel. 2.1 Pemberian Sangsi Terhadap Pelanggaran Jam Kerja

Kelompok | . Jumlah hari tidak Sanksi
masuk kerja
| 5 - 15 (hari) Disiplin Ringan
5 teguran lisan

6-—10 teguran tertulis

11-15 pernyataan tidak puas secara
tertulis

I 16 - 30 (hari) Disiplin Sedang

6-20 penundaan Kenaikan Gaji
Berkala (KGB)

21-25 penundaan kenaikan pangkat

26 -30 punurunan pangkat selama
satu tahun

111 31 - 45 (hari) Disiplin Berat

31-35 punurunan pangkat selama
tiga tahun

36 -40 penurunan jabatan

41 —45 pembebasan jabatan

>46 pemberhentian dengan atau

tidak dengan hormat

Sumber : PP Nomor 53 Tahun 2010

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

37

Bagi PNS yang menyalahgunakan tugas jabatannya dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat. Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban
jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif dan

jika jumlahnya mencapai 7,5 jam dikonversi menjadi satu hari.

Namun, selama ini jika kehadiran kerja PNS dilihat dari dan
berdasarkan kehadiran apel pagi dan sore. Pada saat. jam-jam kerja
tertentu, disela-sela jam apel pagi, apel sore, banyak PNS yang pergi
meninggalkan kantor. Disini dapat dilihat bahwa masih ada celah untuk
melakukan pelanggaran sehingga secara tidak langsung dapat
mempengatuhi implementasi kebijakan PP Nomor 53 Tahum 2010
tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Seperti yang cdikemukan George C. Edward III dalam Winarno
(2002:125), ada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau
kegagalan-. impelementasi kebijakan. Empat variabel tersebut adalah
komunikasi (communication), Sumber daya (resources), Disposisi dan Sikap
(dispositions) dan struktur birokrasi (bureaucratic strukcture). Keempat
variabel tersebut berinteraksi satu sama lain dan saling mendukung guna
mencapai tujuan impelementasi kebijakan atau sebaliknya menghambat
proses implementasi. Jadi keempat faktor tersebut saling mempengaruhi

secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.
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Berikut ini dijelaskan tentang variabel-variabel komunikasi, sumber
daya, Disposisi atau Sikap dan struktur birokrasi yang saling berhubungan
dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan sebagai berikut
a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti
merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat
kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi:mengenai kebijakan
perlu disampaikan kepada personel/pelaku. kebijakan agar dapat
dimengerti dan dipahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok
sasaran (target group) kebijakan, . sehingga pelaku kebijakan dapat
mempersiapkan hal-hal apa sgja.yang berhubungan dengan pelaksanaan
kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan
efektif serta sesuai.dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Edward III dalam. Winarno (2002:126) menjelaskan Komunikasi dalam

implementasi kebijakan terdiri dari 3 hal penting yaitu :

1) tranformasi informasi (transmisi), faktor utama yang mempengaruhi
komunikasi adalah transformasi informasi. Sebelum implementator
dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari
bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah pelaksanaannya
telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan dalam mentrasmisikan
perintah- perintah implementasi. Pertama, bertentangan pendapat
antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh

pengambil kebijakan; kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki
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birokrasi; ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin
dihambat oleh persepsi yang selektf dan ketidakmampuan para
pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

2) kejelasan informasi (clarity)
jika kebijakan-kebijakan diimpementasikan sebagaimana diinginkan,
maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh
pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas.
Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan
implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang
salah dan bahkan mungkin bertentangan dengan makna awal.

3) konsistensi informasi (consistency).
Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah
pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah
yang disampaikan~kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur
kejelasan, (tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah
tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan
menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah-perintah implementasi
kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana
mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan
implementasi kebijakan yang akan berakibat pada ketidakefektifan
implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya (Resources)
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Winarno (2002:132) mengemukakan bahwa: perintah —
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perintah implementasi mungkin dapat diteruskan secara cermat, jelas dan
konsisten, tetapi jika pelaksana kurang sumber-sumber untuk yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun
cenderung tidak efekif. Meskipun isi kebijakan sudah di komunikasikan
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber
daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.
Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat
digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,
informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut.

1) Sumber Daya Manusia (Staf)
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari
sumber daya manusia-yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas
sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi,
profesionalitas, . dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas
berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia. Sumber daya manusia
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa
sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia,
implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (Budgetary)
anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu
program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab
tanpa dukungan anggaran yang memadahi, implementasi kebijakan

tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
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3) Fasilitas (facility)
Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor sumber
daya yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan
fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran
akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau
kebijakan.
4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)
Informasi juga menjadi faktor sumber daya 'yang ‘penting dalam
implementasi kebijakan, terutama informasi. yang relevan dan cukup
terkait bagaimana mengimplementasikan. suatu kebijakan. Sementara
wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin
bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
c. Disposisi (Disposition) atau Sikap
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan
(implementator)” berperan penting untuk mewujudkan implementasi
kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari
implementator akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka
mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan
mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi
akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon
implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan
pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan,

dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami
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maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan
dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan
yang ada didalamnya schingga secara sembunyi mengalihkan dan
menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat
dan pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai
tujuan secara efektif dan efisien.

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)
Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-nerma, ~dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang
mereka miliki dalam menjalankan” kebijakan. Struktur birokrasi memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Karena
meskipun sumber - sumber untuk mengimplementasikan kebijakan sudah
mencukupi dan para-implementator telah mengetahui dan menguasai
bagaimana cara .melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk
melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif karena ketidak
efisien nya struktur birokrasi yang ada. Aspek struktur organisasi ini
melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.
Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan
biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu

panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan
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menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang
selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Keempat variabel tersebut yang akan digunakan oleh peneliti untuk
menganalisis implementasi kebijakan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS di Pememerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Implementasi PP 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa
Barat, bisa dilaksanakan dengan efektif jika yang menjadi standar dan tujuan
telah dipahami dan dimengerti oleh personil/individu/Pegawai Negeri Sipil
yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan. kebijakan, karena itu
standar dan tujuan kebijakan mengenai disiplin disiplin PNS tesebut perlu
dikomunikasi secara tepat oleh pelaksana (implementator) dalam yang hal ini

adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat).

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan kebijakan
PP 53 tersebut dikomunikasikan secara jelas dan tepat dari berbagai sumber
informasi..Jika tidak ada kejelasan, konsistensi serta keseragaman terhadap
suatu.standar. dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan
kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para PNS dapat
mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.
Dengan demikian, prospek implementasi PP 53 Tahun 2010 yang efektif,
sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara
akurat dan konsisten Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang

ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi
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di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka

kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Keberhasilan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin
PNS sangat tergantung juga dari kemampuan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia. Manusia (PNS) merupakan sumber daya yang terpenting dalam
menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap
implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang. berkualitas,
disiplin dan berdedikasi kerja. Selain sumber daya manusia, sumber daya
finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan. sumber daya ‘tidak kalah pentingnya dengan
komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka
untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya
ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan
kebijakan PP 53 Tahuri™ 2010. Sumber daya adalah faktor penting untuk
implementasi_kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan

tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil tentang maksud umum dari
suatu standar dan tujuan kebijakan PP 53 Tahun 2010 adalah penting. Karena,
bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal
ketika para pelaksana kebijakan, tidak sepenuhnya menyadari terhadap
standar dan tujuan kebijakan PP 53 tesebut. Arah disposisi dan sikap para
pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang

krusial. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan
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kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu
kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap
standar dan tujuan kebijakan PP 53 Tahun 2010 diantara personil PNS yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah
merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi
kebijakan PP 53 Tahun 2010 tersebut. Dengan demikian intesitas disposisi
dan sikap para pelaksana kebijakan (implementors) dapat mempengaruhi
personil kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas ~disposisi/sikap

aparatur ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan PP 53 Tahun
2010. Karena meskipun sumber .=" sumber untuk mengimplementasikan
kebijakan sudah mencukupi dan para implementator telah mengetahui dan
menguasai bagaimana, cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk
melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif karena ketidak
efisien nya 'struktur birokrasi. aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP) yaitu PP 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini
menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam
pelaksanaan kebijakan disiplin untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur organisasi yang terlalu

panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan
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menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya
akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

C. Kerangka Berpikir

Sekaran dalam Sugiono (2009:91) mengemukakan Kerangka Berpikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Kerangka berfikir harus menjelaskan pertautan secara teoritis antar variabel
yang akan diteliti. Kerangka pikir merupakan inti sari. dari teori yang telah
dikembangkan yang dapat mendasari perumusan _hipotesis. Teori yang telah
dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan
pemecahan masalah yang menyatakan  hubungan antar variabel
berdasarkan pembahasan teoritis: Kerangka pikir pada umumnya hanya
diperuntukkan pada jenis penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif
kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati
secara langsung oleh penulis.

Sebuah kebijakan tidak akan pernah memberikan makna apabila
kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Karena implementasi merupakan
proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian halnya dengan implementasi
PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bersifat
mengikat dan memiliki kewajiban, larangan, dan hukuman dalam mencapai
tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana impelementasi

PP 53 Tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Faktor —
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Faktor yang berpengaruh dalam implementasi PP 53 Tahun 2010 di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitatif, teknik yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan
dokumentasi.

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan observasi langsung
melakukan pengamatan terhadap implementasi PP 53 Tahun 2010 tentang
disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan melakukan
wawancara dengan melibatkan informan kuneci wyaitu Tim Ad Hoc
Pemeriksanaan Kasus pelanggaran disiplin. PNS dan beberapa kepala sub
bagian umum di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk analisa data langKah. yang diambil adalah mereduksi data
dengan membuat ringkasan, menelusur tema dan menganalisis data-data yang
telah terorganisir dalam™ bentuk variabel-variabel yang diteliti sehingga
terlihat gambaran yang lebih utuh. Kemudian langkah akhir adalah
menginterprestasikan hasil yang diperoleh secara desktiftif dan sistematis
sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dan menarik
kesimpulan

Model Implementasi Kebijakan Edward III yang akan digunakan oleh
peneliti untuk menganalisis implementasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin PNS di Kabupaten Sumbawa Barat. Model Edward III tersebut
menjelaskan terdapat empat variabel/faktor yang berpegaruh terhadap
keberhasilan dan kegagalan implementasi. Empat variabel Model Edward 11

yang akan digunakan peneliti adalah : komunikasi (communication), Sumber
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daya (resources), Disposisi dan Sikap (Dispositions) dan struktur birokrasi
(bureaucratic strukcture).

Hasil penelitian ini berupa laporan deskriftif tentang implementasi PP
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi
PP Nomor 53 tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Model Kerangka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai

berikut:

. . |
a.Komunikasi |

A
A 4

| b.Sumber Dava |—’ Implementasi PP

A Nomor 53 Tahun
2010 tentang
Disiplin PNS

A 4

| c.Misnosisi/Sikan |—>

y
v /

d.Struktur Birokrasi

Gambar 2.2 :Model Berfikir Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode
penelitian dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriftif, naturalistik
dan berhubungan dengan sifat data yang murni kualitatif (Prasetia Irawan,
2009:4.26). sedangkan menurut Moloeng (2009:3) metodologi penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriftif dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan
dengan memanfaatkan berbagai metode” alamiah. Dengan menggunakan
metode tersebut, Penelitian~ini.“diharapkan mampu mendiskripsikan
implementasi kebijakan PP. Nemor 53 tetang disiplin PNS di Pemerintahan
Kabupaten Sumbawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Seperti yang
ditegaskan oleh Moleong (2009:5) dalam penelitian kualitatif metode yang
biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.
a. Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian
(Sutrisno Hadi dalam Prastowo 2009:270). Penulis melakukan observasi
langsung ke lokasi penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan

terhadap kondisi pelaksanaan Implementasi PP 53 Tahun 2010 tentang
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disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Lokus utamanya
adalah di BK-Diklat (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan).
Tujuannya adalah untuk mengamati dan menganalisis secara langsung
kondisi aktual disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan disiplin
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP 53 Tahun 2010.

b. Teknik Wawancara, Menurut Moleong (2009:186) Wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua
pihak yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan’terwawancara
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu..wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih
mendalam. Seperti yang (dijelaskan oleh Lincolin dan Guba dalam
Moleong (2009:186) maksud mengadakan wawancara antara lain :
mengkonstruksi‘mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan motivasi,
tuntutan, ‘kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksi
kebulatan — kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami masa yang
akan datang; memverifikasi mengubah dan memperluas informasi yang
manusia; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Teknik
wawancara yang digunakan adalah penelitian ini adalah wawancara
mendalam, yaitu proses untuk mengali dan memperoleh keterangan

mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan impelementasi PP Nomor 53
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tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan kunci dengan mengunakan pedoman wawancara.

c. Teknik Dokumentasi, teknik ini digunakan sebagai bukti pendukung data
tentang implementasi PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. dokumentasi bisa berupa arsip
surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan
fokus penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan
data berupa dokumen atau file arsip. Teknik ini memberikan keuntungan
dari penggunaan data dari bahan — bahan yang tersedia dan siap pakai.
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan alasan yang
dapat dipertangunggjawabkan yaitu : (1) dokumen dan record digunakan
karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (2)
bergunansebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) sifatnya yang alamiah,
sesuai dengan konteks; (4) relatif murah dan mudah diperoleh; (5) tidak
reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi; (6) hasil
pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas
pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Guba dan Lincoln Moleong
2009 : 161).

B. Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat, dasar pertimbangan mengambil lokasi tersebut adalah :
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a. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten yang baru terbentuk
9 tahun. Sebagai kabupaten yang masih muda memerlukan pembinaan
secara intensif kepada PNS sebagai pelayan publik, dan dengan
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pendukung
sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kinerja PNS daerah.

b. Belum pernah dilakukan penelitian tetang Analisis Implementasi
Kebijakan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di
Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.

C. Informan Penelitian

Untuk Keakuratan dan validitas penelitian, maka pemilihan informan
menggunakan purposive sampling yaitu penentuan jumlah informan sangat
tergantung dan dikehendaki peneliti..Cara ini dilakukan dengan pertimbangan
bahwa informan yang dipilih(adalah orang yang benar-benar mengetahui
situasi atau terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti.
Informan yang tersebut dipilih adalah karena mereka yang mewakili unsur
yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pemerintah
dalam pembinaan PNS dan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten
Sumbawa Barat. Informasi yang dapat digali dari informan tersebut adalah
bagaimana Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap aparatur) dan struktur
birokrasi daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Berikut 7 (tujuh ) informan kunci yang menjadi sumber data dalam

penelitian ini adalah :
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1. Tim Ad Hoc Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin Pengawai Negeri
Sipil Tingkat Sedang dan Tingkat Berat Kabupaten Sumbawa Barat,
khususnya kepada anggota tim yang terlibat langsung dalam
pengangangan kasus disiplin PNS. Adapun informan dimaksud adalah :
a. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Sumbawa Barat
b. Kepala Bidang Pembinaan dan Manajemen Pengawaian Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat
c. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat
d. Staf Sub Bidang Pembinaandan Pengawasan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di 3 (tiga) SKPD.
D. Instrumen Penelitian
Untuk mengumpulkan data tentang implementasi PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang disiplin PNS di Pemerintah Kabupate Sumbawa Barat.
Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu
sendiri. Peneliti secara langsung hadir di lokasi penelitian dengan melakukan
wawancara mendalam terhadap informan kunci yaitu Tim Ad Hoc
Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin Pengawai Negeri Sipil Tingkat
Sedang dan Tingkat Berat Kabupaten Sumbawa Barat dan beberapa kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dilengkapi dengan catatan-catatan

lain berupa hasil pengamatan.
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Pedoman wawancara memuat pokok-pokok pertanyaan penelitian
mengenai implementasi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan variabel-
variabel penelitian Edward III yang terdiri dari komunikasi (communication),
Sumber daya (resources), Disposisi dan Sikap (Dispositions) dan struktur
birokrasi (bureaucratic strukcture). Pedoman wawancara tersebut digunakan
untuk melakukan wawancara agar dalam praktiknya fleksibel dan tidak kaku.
Tape cedorder digunakan untuk merekan hasil wawancara dan camera
digunakan untuk membuat dokumentasi atau. peristiwa tertentu yang
berhubungan dengan fokus penelitian. Semua. instrumen diatas digunakan
peneliti sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
E. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun yang dimaksud prosedur di sini yaitu tahapan yang ditempuh
penulis untuk memperoleh data dari awal penelitian, diolah hingga data
analisis. Mengingat'dalam Penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen
utama penelitian. Menurut Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata — kata dan tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain — lain. Kata — kata dan tindakan
orang — orang yang damati atau diwawancarai merupakan sumber data utama
yaitu data primer.
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini
difokuskan pada implementasi PP Nomot 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
PNS di Kabupaten Sumbawa Barat. Sumber data utama yang diperlukan

dalam penelitian ini, berkaitan dengan bagaimana implementasi PP 53 Tahun
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2010 di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. bersumber dari hasil
wawancana mendalam antara penulis dan informan kunci. Pencatatan
sumber data utama melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap
informan kunci yaitu Tim Ad Hoc Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sedang dan Tingkat Berat Kabupaten Sumbawa
Barat dan beberapa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang didukung dengan menggunakan
pedoman wawancara. Selain wawancara, observasi/pengamatan dilakukan
secara netral dan objektif terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti secara
langsung mengamati subjek dan objek penelitian karena peneliti adalah
seorang PNS yang ikut serta dalam aktifitas kegiatan keseharian subjek dan
objek penelitian, namun peneliti tetap. menjaga netralitas dan objektifitas yang
ditelitinya.

Dokumentasi merupakan data tambahan yaitu dokumen dan lain — lain
atau yang disebut/data skunder. Peneliti mengambil data berupa dokumentasi
yaitu arsip. data kepegawaian dan catatan-catatan lain yang berhubungan
dengan fokus penelitian. Pengumpulan data skunder dilakukan dengan
mengumpulkan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sumbawa Barat.

F. Analisis Data
Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber yang
dilakukan secara terus menerus sampai data jenuh. Dengan pengamatan yang
terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data menjadi lebih tinggi, oleh

karena itu penulis sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan —catatan dilapangan dan bahan-bahan
lain sehingga mudah dipahami dan temuannya hasil penelitian dapat
diceritakan kepada orang lain. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan
sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Penelitian ini
penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan analisis data model
interaktif (Interactive Model Analysis) Miles dan Huberman dalam Bungin
(2012). Mengemukakan Kegiatan pengumpulan data ‘dan analisis data tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Pengumpulan.data ditempatkan sebagai
komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.
Ukuran kejenuhan data.ditandai. dengan tidak diperolehnya lagi data atau
informasi baru. Aktivitas-dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data
serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi.
1. Tahap Reduksi Data.
Reduksi»data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang
berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan
membuat ringkasan, menelusur tema, dan menyusun ringkasan. Tahap
reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan
data yang dihimpun dari lapangan mengenai implementasi kebijakan PP
Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS di Pemerintahan Kabupaten
Sumbawa Barat, kemudian memilah-milahkannya ke dalam kategori

tertentu.
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2. Tahap Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk
uriaian per variabel penelitian sehingga terlihat gambarannya secara lebih
utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi
berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam
bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti membuat
rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu
implementasi kebijakan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di

Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dapat.diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Simpulan
Verifikasi data penelitian, yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan
yang bersifat sementara . sambil mencari data pendukung/menolak
kesimpulan. Pada. tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang
simpulan .yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu.
Pengujianiini dimaksudkan untuk memperkuat jawaban yang diajukan dan
kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.
G. Keabsahan Data
Pemeriksaan keabsahan data adalah sebuah jalan agar penelitian
nantinya dapat benar-benar dipertanggung jawabkan. Guna memenuhi hal
tersebut, dalam penelitian kualitatif diberikan beberapa teknik. Teknik
keabsahan data yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah teknik menurut

teori Lincoln dan Guba dalam Bungin (2012:59) ada empat standar atau
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kriteria utama dalam menjamin keabsahan penelitian kualitatif yaitu : standar
kredibilitas (validitas internal), standar transferabilitas (validitas eksternal),
standar  depandabilitas  (reabilitas) dan  standar  konfirmabilitas

(audit/pemeriksanaan).

I > Standar Kredibilitas
(validitas internal)

| > Standar-Transferabilitas
(validitas eksternal)

Uji
Keabsahan >
Data

| > Standar Depandabilitas
(realilitas)

, > Standar Konfirmabilitas
(Audit/pemerikasaan)

vV oV

Gambar 3.1 Uji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Lincoln dan Guba

dalam Bungin (2012:59)

1. Standar kredibitas

Standar kredibilitas ini identik dengan validitas internal dalam penelitian

kualitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan
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yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan (informasi yang digali dari
informan yang diteliti) perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a).
memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di
lapangan dan melakukan observasi secara terus menerus dan bersungguh-
sungguh sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang
diteliti seperti apa adanya; teknik observasi tersebut boleh dikatakan
merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini
disebabkan karena banyak fenomena sosial yang tersesamar atau kasat
mata yang sulit terungkap bilamana hanya melakukan wawancara. b).
Melakukan trigulasi, baik trigulasi metode (menggunakan lintas mentode
pengumpulan data), tigulasi sumber data (memilih sumber data yang
sesuai) dan trigulasi pengumpul data (beberapa peneliti yang
mengumpulkan data. $ecara. terpisah). Dengan teknik trigulasi ini
memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya dan selengkap-
lengkapnya; . ¢).” Melibatkan teman sejawat untuk melakukan diskusi
memberikan ‘masukan, bahkan kritikan mulai awal kegiatan proses
penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian; d). Melakukan analisis atau
kajian kasus negatif, dalam beberapa hal kajian kasus negatif akan lebih
mempertajam temuan penelitian, e). Melacak kesesuaian dan kelengkapan
hasil analisis data; dan f). Mengecek bersama-sama teman secjawat yang
yang diajak diskusi tersebut, baik tentang data yang telah dikumpulkan,

kategorisasi analisis, penafsiran dan hasil kesimpulan.
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2. Standar Transferabilitas
Standar ini merupakan modifikasi validitas ekternal dalam penelitian
kualitatif. Pada prinsipnya standar transferabilitas ini merupakan
pertanyaan empirik yang tidak dijawan oleh peneliti kualitatif itu sendiri,
tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian. Hasil
penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana
pembaca laporan penelitian tersebut memperoleh gambaran dan
pemahaman yang jelas tentang konteks dan hasil penelitian.

3. Standar Depandabilitas
Standar depandabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar reabilitas.
Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam
mengonseptualisasikan apa (yang diteliti merupaka cerminan dari
kemantapan dan ketepatan imenurut standar reabilitas penelitian. Makin
konsisten peneliti. ‘dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam
kegiatan pengumpulan data, interprestasi temuan maupun dalam
melaporkan “hasil penelitian akan semakin memenuhi standar
depandabilitas. Salah satu upaya untuk menilai standar depandabilitas
adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) depandabilitas itu sendiri.
Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen dengan melakukan
reviuw terhadap seluru hasil penelitian.

4. Standar Konfirmabilitas
Standar konfimabilitas ini lebih berfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas

dan kepastian hasil penelitian. Apa benar berasal dari pengumpulan data
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dilapangan. Audit konfimabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan
audit depanbilitas.

Standar- standar pemeriksaan keabsahan data tersebut diatas yang
yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian implementasi PP Nomor
53 Tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan
memperhatikan standar-standar tersebut, maka kiranya tidak diragukan lagi

eksistensi penelitian.
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diangkat dalam jabatan struktural. PNS vyang akan atau telah
menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan untuk jabatan tersebut. PNS vyang telah memenuhi
persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan
sertifikat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh instansi
pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan
lulus  pendidikan  pelatihan  (Diklat) kepemimpinan yang
dipersyaratkan untuk jabatan tersebut. Data jumlah PNSD vyang telah
mengikuti pendidikan struktural/penjenjangan dapat disajikan pada
tabel berikut :

Tabel 4.7. Jumlah PNSD menurut pendidikan struktural/penjenjangan

Jenis Diklat Yan Prosentase
NG, Silluti Tumlah (%)
1 Diklatpim IV 149 orang 58.43
2 Diklatpim II1 90 orang 25,29
3 Diklatpim IT 16 orang 6,27
4 Diklatpim 1 - -
Jumlah 2550rang 100.00
Sumber : BK-DIKLAT Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS yang mengikuti
diklat struktural diklatpim I'V adalah jumlah terbanyak 149 orang atau
sebesar 58,43%. Dari jumlah keseluruhan pegawai vang mengikuti
diklat struktural/penjenjangan. Tapi bila dibandingkan dengan tabel
4.3. terdapat jumlah pegawai di eselon I'V sebanyak 255 orang, masih
banyak PNS yang telah eselon IV yang belum mendapat kesempatan

untuk ikut Diklatpim IV dan masih daftar tunggu hal ini disebabkan
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f.  memfasilitasi dan mengembangkan kapasitas organisasi

pegawai dan organisasi pegawai dan organisasi profesi
pegawai;

g. membantu menyelesaikan sengketa rumah tangga

pegawai;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan olch

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

PNS termasuk juga CPNS sebagai aparatur daerah merupakan
asset dan unsur utama sumber daya _manusia aparatur negara
mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan
tugas pemerintahan daerah dan pembangunan. Untuk mewujudkannya
diperlukan PNS yang mempunyai kompetensi, dengan sikap disiplin
yang tinggi, sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan
ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, dan
bertanggung jawab sebagai pelayan publik.

Disiplin kerja merupakan modal yang penting vang harus
dimiliki oleh aparatur negara (PNS) sebab menyangkut pemberian
pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan disiplin
PNS yang memuat kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-
kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
Disiplin kerja tersebut untuk menjamin peningkatan kedisiplinan PNS,

schingga lebih menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas.
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hukuman disiplin kepada oknum PNS vyang melanggarnya. Upaya
pembinaan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran disiplin ringan
dan berat tersebut sudah dilakukan.

Menurut hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaan
Manajemen Kepegawaian BK-Diklat Kabupaten Sumbawa Barat yang
jJuga merupakan anggota Tim Ad Hoc, Ibu Hafni bahwa :

..."Beberapa perubahan terjadi kearah yang lebih baik dan ada juga

vang tidak. Tetapi apabila perubahan tidak terjadi pada oknum

PNS maka tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih

berat™.

Pendapat tersebut sgjalan dengan Kepala BK-Diklat Kabupaten
Sumbawa Barat, Abdul Malik, §.50s":

..."Beberapa perubahan terjadi biasanya terkait dengan berat

maupu ringannya cancaman hukuman disiplin, tetapi apabila

perubahan tidak terjadi pada oknum PNS maka tersebut akan
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat™.

Upaya pembinaan maksimal telah dilakukan terhadap oknum-
oknum PNS vang melakukan pelanggaran disiplin. Namun tidak semua
upaya pembinaan tersebut menjadikan oknum PNS tersebut untuk kembali
merubah diri sebagai aparatur yang disiplin yang tinggi dengan sikap dan
perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara,
bermoral dan bermental baik, profesional dan bertanggung jawab. Masih
ada beberapa oknum PNS yang membangkang hingga dijatuhi hukuman

vang lebih berat. Personil PNS/oknum pelanggar disiplin  tersebut

merupakan sumber daya pelaksana implementasi PP 53 tahun 2010.
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... Tya struktur organisasi yang panjang sangat mempengaruhi

proses pengawasan mengingat membutuhkan personil yang

banyak.

Pengawasan terhadap personil PNS masih diserahkan kepada
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing- masing SKPD
selaku pejabat kepegawaian, hal ini karena pemahaman terhadap isi,
tujuan, target implementasi dan petunjuk pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang disiplin PNS terscbut tidak sama. Atasan langsung masing-
masing PNS yaitu kasubag/kasubid/kepala scksi masih belum memahami
bahwa pengawasan terhadap staf ada pada_ atasan langsung masing PNS
vang bersifat melekat. Dapat dikatakan . bahwa peningkatan jumlah
penjatuham hukuman disiplin terhadap oknum PNS vang bersangkutan
adalah kurangnya pengawasan dari atasan langsung masing-masing
personil PNS tersebut.

Seperti Pendapat kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Abdul Malik, S.Sos selaku
salahssatu’Tim Ad Hoc mengatakan bahwa :

... ’struktur organisasi yang panjang tidak membuat pengawasan

menjadi lemah karena dalam PP 53 tahun 2010 yang melakukan

pengawasan adalah atasan langsung yang bersifat melekat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa struktur
organisasi yang panjang tidak mempengaruhi Implementasi PP 53 Tahun
2010 di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena fungsi
pengawasan yang tertuang dalam ketentuan PP Nomor 53 adalah

pengawasan melekat pada atasan langsung masing-masing personil PNS.
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Namun untuk penjatuhan hukuman disiplin kepada oknum PNS
vang telah terindikasi melakukan pelanggaran disiplin PNS. Struktur
birokrasi vang panjang mempengarvhinya. Pendapat Bapak Abdul Malik,
S.So0s bahwa :

... Tya, struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap

penerapan sangsi hukuman disiplin karena untuk tingkat hukuman

vang lebih berat terdapat kewenangan untuk dibahas dan
dijatuhkan oleh pejabat yang lebih tinggi sesuai ketentuan dalam

pasal 24 ayat 3 huruf b”.

Dengan struktur birokrasi pemerintah daerah vang terlalu panjang
akan berpegaruh terhadap penecrapan sangsi hukuman disiplin. karena
untuk tingkat hukuman disiplin yan lebih berat terdapat kewenangan
dibahas oleh pejabat vang lebih tinggi dan membutuhkan waktu dan proses
yang lama.

Struktur organisasi vang panjang tidak mempengaruhi pelaksanaan
Implementasi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS karena dalam PP
tersebut dijelaskan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan disiplin bersifat
melekat pada atasan langsung masing- masing personil PNS. dengan
kewenangan pengawasan vang bersifat melekat tersebut sebenarnya
mempermudah jalannya implementasi PP Nomor 53 tentang disiplin PNS.
tapi ketidakpahaman dari atasan langsung menyebabkan lemahnya
pengawasan terhadap personil PNS selaku  personil pelaksana
implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut.

Struktur birokrasi yang panjang sangat berpengaruh terhadap

penerapan sangsi hukuman disiplin, karena dalam PP Nomor 53 Tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka






14/41409.pdf

107

D. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa Barat

Dari hasil penelitian dan analisis data pada subbab diatas, dapat

diketahui faktor pendukung dan penghambat dari implementasi PP Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

adalah :

1. Faktor Pendukung implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

a. Keseriusan Bupati Sumbawa Barat / Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat untuk mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Apresiasi positif dari pimpinan SKPD di Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat terhadap sosialisasi, himbauan dan edaran PP 53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

2. Faktor Penghambat implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin PN'S di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

a. Kurangnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil di  Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat terhadap isi, maksud, tujuan dan ketentuan
PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Hal ini disebabkan
karena penangkapan transmisi informasi tersebut dihambat olch
persepsi yvang selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk
mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan dan kejelasan
mformasi implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

PNS.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan wawancara dengan beberapa anggota
Panitia Tim Ad Hoc dan beberapa Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat
disimpulkan bahwa.

1. Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang. Disiplin PNS di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. belum berjalan efektif.
Ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah penjatuhan hukuman
disiplin PNS yang signifikan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
tahun 2012.

2. Komunikasi berupa ‘sosialisasi, himbauan dan edaran tentang isi,
maksud, tujuan dan” ketentuan-ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS di Kabupaten Sumbawa Barat harus jelas untuk
memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil selaku
implemetator PP 53 Tahun 2010.

3. Kurangnya Sumbawa Daya Manusia (Pegawai Negeri Sipil) dalam
mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
khususnya di pejabat Eselon IVa dan IVb (Kasi/Kasubag/Kasubid)
selaku eselon terendah yang melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap personil PNS.
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4. Faktor Pendukung Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat :

a. Keseriusan Bupati Sumbawa Barat / Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat untuk mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat.

b. Apresiasi positif dari pimpinan SKPD di Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat terhadap sosialisasi, himbauan dan-edaran PP 53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

5. Faktor Penghambat implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

a. Kurangnya pemahaman” Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah
Kabupaten Sumbawa  Barat terhadap isi, maksud, tujuan dan
ketentuan PP. Nemor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

b. Kurangnya sumber daya manusia sebagai penunjang dalam
pelaksanaan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS di Kabupaten Sumbawa Barat.

B. SARAN
Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat belum berjalan efektif, maka yang dapat di lakukan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah :
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1. Untuk lebih mengotimalkan Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan terus melakukan
komunikasi dan lebih memperketat lagi aturan-aturan disiplin PNS agar
tidak ada celah lagi pagi PNS untuk melakukan pelanggaran atau
mangkir pada jam kerja.

2. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk lebih tegas lagi
menekankan kepada atasan langsung agar lebih mengoptimalkan
pengawasan terhadap staf sebagaimana ketentuan dalam'PP Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan menindak tegas atasan langsung
yang tidak melakukan pengawasan terhadap stafnya sesuai dengan

ketentuan PP Nomor 53 Tahun2010.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK TIM AD HOC PEMERIKSAAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PENGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SEDANG DAN

TINGKAT BERAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A. Identitas Responden

I. Nama

2. Jenis Kelamin . Pria/Wanita

3. Pangkat/ Gol Ruang

4. Jabatan

B. Daftar Pertanyaan
Komunikasi
1. Apakah dalamsetiap kasus pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten
Sumbawa ‘Barat, selalu terjalin komunikasi antara pimpinan dan oknum
pegawai yang melanggar aturan sehingga yang bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan ? Jika iya, bentuk seperti apa komunikasinya,

Secara langsung atau secara tertulis ?
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2. Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS, ada komunikasi
antara TIM Penanganan Kasus dengan dengan Kepala SKPD terkait

tempat oknum pegawai ?

4. Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke tingkat / proses
selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan pernah dipanggil untuk

melakukan pembinaan ?

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pegawai tersebut yang

telah mendapat pembinaan ?

Disposisi
2. Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu mendapat

tanggapan dari Bupati?
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3. Apakah pimpinan-pimpinan SKPD secara tanggap dan tegas dalam

menerapkan sanksi setiap pelanggaran di siplin PNS?

Struktur Birokrasi
1. Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan “aturan disiplin

PNS?

2. Apakah struktur .organisasi yang panjang membuat rentang kendali

menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi lemah?

3. Apakah struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap penerapan

sangsi hukuman disiplin PNS di SKPD saudara?
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK STAF PEGAWAI NEGERI SIPILL. KABUPATEN SUMBAWA

BARAT

B. Identitas Responden

I. Nama

2. Jenis Kelamin . Pria/Wanita

3. Pangkat/ Gol Ruang

4. Jabatan

B. Daftar Pertanyaan
Komunikasi
1. Pernahkah ada sosialisasi, himbauan, edaran mengenai aturan disiplin, dan
upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai di SKPD saudara? Bagaimana

pemahaman saudara mengenai hal-hal tersebut diatas?

2. Apa pendapat saudara tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS, apakah saudara paham terhadap pokok-pokok
kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada

PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran ?
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3. Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten
Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi antara pimpinan dan oknum
pegawai yang melanggar aturan sehingga yang bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan ? Jika iya, bentuk seperti apa komunikasinya,

Secara langsung atau secara tertulis ?

4. Apakah sebelum .mengambil keputusan disiplin ke tingkat / proses
selanjutnya, .oknum PNS yang bersangkutan pernah dipanggil untuk

melakukan pembinaan ?

Sumber Daya
1. Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pegawai tersebut yang

telah mendapat pembinaan ?
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Disposisi
1. Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu mendapat

tanggapan dari Bupati?

2. Apakah pimpinan SKPD saudara secara tanggap dan’ tegas dalam

menerapkan sanksi setiap pelanggaran di siplin.PNS?

3. Bagaimana penanganan setiap kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di
SKPD saudara? Siapakah yang bertanggung jawab memberikan teguran
kepada PNS apabila terindikasi melakukan pelanggaran disiplin PNS Di

SKPD saudara?
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Struktur Birokrasi
1. Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan aturan disiplin

PNS?

2. Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang kendali

menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi lemah?

3. Apakah struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap penerapan

sangsi hukuman.disiplin PNS di SKPD saudara?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Hafni
NIP : 19580807 198303 2 007
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Manajemen Pegawai

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sumbawa Barat

Alamat dan No. Hp. : Jalan Undru Taliwang Sumbawa Barat
Hp Nomor : 081339692277

Tempat Wawancara : Bidang Pembinaan Manajemen Pegawai Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 8 Oktober2012
Waktu Wawancara : Pukul 10.00 s.d 11.00
Pewawancara . Suryani Wagiarti, ST

a. Komunikasi

1. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi
antara pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan  sehingga yang  bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa
komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?

Jawaban : Iya komunikasi selalu terjalin, komunikasi bersifat

kedinasan berupa panggilan maupun teguran secara
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kedinasan dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan

dalam berita acara pemeriksaaan.

2. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS, ada
komunikasi antara TIM Penanganan Kasus dengan dengan

Kepala SKPD terkait tempat oknum pegawai?
Jawaban :  Komunikasi selalu dilakukan, karena setiap SKPD terkait,
atasan langsung masuk sebagai anggota tetap.di tim sesuai

ketentuan PP 53 Tahun 2010 pasal 25.

3. Pertanyaan : Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke tingkat/
proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan pernah
dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : PNS_yangmelakukan pelanggaran wajib dipanggil dan

dibinaoleh atasan langsung.

b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pegawai
tersebut yang telah mendapat pembinaan?
Jawaban : Beberapa perubahan terjadi kearah yang lebih baik dan
ada juga yang tidak. Tetapi apabila perubahan tidak terjadi
pada oknum PNS maka tersebut akan dijatuhi hukuman

disiplin yang lebih berat.

CXX1V

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?
Jawaban : setiap indikasi pelanggaran selalu mendapat tanggapan
berupa disposisi untuk ditindaklanjuti ke pemeriksaan atau
berupa surat tindak lanjut untuk proses penjatuhan

hukuman disiplin yang lebih berat.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan-pimpinan SKPD. secara tanggap dan
tegas dalam menerapkan sanksi setiap pelanggaran di
siplin PNS?

Jawaban : Sebagian besar SKPD masih belum memahami
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan
dalam PP53 Tahun 2010. karena SKPD langsung
melimpahkan indikasi pelanggaran disiplin kepada Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Struktur  birokrasi tidak mempengatuhi  jalannya

pelaksanaan aturan disiplin PNS karena dalam PP 53

Tahun 2010 telah memberikan kewenangan pengawasan

CXXV
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dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada atasan

langsung PNS masing-masing.

2. Pertanyaan : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban : Tidak, struktut organisasi yang panjang tidak membuat
pengawasan menjadi lemah karena dalam PP 53 tahun
2010 yang melakukan pengawasan adalah atasan langsung

yang bersifat melekat.

3. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi yang panjang berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin PNS di

SKPD saudara?
Jawaban : _lya, struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap
penerapan sangsi hukuman disiplin karena untuk tingkat
hukuman yang lebih berat terdapat kewenangan untuk

dibahas dan dijatuhkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Taliwang, 8 Oktober 2012
Narasumber,

Hafni
NIP. 19580807 198303 2 007

CXXV1
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Abdul Malik, S.Sos
NIP : 19641008 198603 1 018
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat
Alamat dan No. Hp. : Jalan Bung Karno Taliwang Sumbawa Barat
Hp Nomor : 082145129777
Tempat Wawancara : Ruang Kepala Badan Kepegawaian-Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 9 Nopember 2012
Waktu Wawancara : Pukul 09.00 5.d09.30
Pewawancara : Suryani Wagiarti, ST

a. Komunikasi

1. Pertanyaan :. Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi
antara pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan  schingga yang bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa
komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?

Jawaban : Iya komunikasi selalu terjalin, komunikasi bersifat teknis
kedinasan berupa panggilan maupun teguran secara
kedinasan dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan

dalam berita acara pemeriksaaan. Sebagaimana dijelaskan
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pada PP 53 tahun 2010 Pasal 23 dan Pasal 24 adalah

sebagai berikut :

b. Pasal 23

(5) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan.

(6) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(7) Apabila pada tanggal  yang seharusnya yang
bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa
padapemanggilan pertama.

(8).Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak
hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti
dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

c. Pasal 24

(4) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan
langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang

diduga melakukan pelanggaran disiplin.
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(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(6) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut
merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan .maka atasan
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman
disiplin;

b. pejabat yang -lebih” tinggi maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai

beritaacarapemeriksaan.

2. Pertanyaan : _Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS, ada
komunikasi antara TIM Penanganan Kasus dengan dengan
Kepala SKPD terkait tempat oknum pegawai?

Jawaban :  Komunikasi selalu dilakukan, karena setiap SKPD terkait,
atasan langsung masuk sebagai anggota tetap di tim sesuai
ketentuan PP 53 Tahun 2010 pasal 25 sebagai berikut :

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman
hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
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(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau

pejabat lain yang ditunjuk.

3. Pertanyaan : Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke tingkat/
proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan pernah
dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : PNS yang melakukan pelanggaran wajib dipanggil dan
dibina oleh atasan langsung sesuai kewenangan yang

atribusi yang diberikan oleh PP 53 Tahun 2010.

b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pegawai
tersebut yang telah mendapat pembinaan?
Jawaban :  Beberapa perubahan terjadi biasanya terkait dengan berat
maupu ringannya ancaman hukuman disiplin, tetapi
apabila perubahan tidak terjadi pada oknum PNS maka

tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
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c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?

Jawaban : setiap indikasi pelanggaran selalu mendapat tanggapan
berupa disposisi untuk melakukan tindaklanjut ke
pemeriksaan oknum yang bersangkutan atau berupa surat
tindak lanjut untuk proses penjatuhan hukuman disiplin

yang lebih berat.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan-pimpinan SKPD secara tanggap dan
tegas dalam menerapkan” sanksi setiap pelanggaran di
siplin PNS?

Jawaban . Sebagian . besar< SKPD masih belum memahami
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan
dalam™ PP 53 Tahun 2010. karena SKPD langsung
melimpahkan indikasi pelanggaran disiplin kepada Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Struktur  birokrasi tidak mempengaruhi jalannya

pelaksanaan aturan disiplin PNS karena dalam PP 53

Tahun 2010 telah memberikan kewenangan pengawasan
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dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada atasan

langsung PNS masing-masing.

2. Pertanyaan : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban : Tidak, struktut organisasi yang panjang tidak membuat
pengawasan menjadi lemah karena dalam PP 53 tahun
2010 yang melakukan pengawasan adalah atasan langsung

yang bersifat melekat.

3. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi yang panjang berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin PNS di
SKPD saudara?

Jawaban : _lya, struktur birokrasi yang panjang berpengaruh terhadap
penerapan sangsi hukuman disiplin karena untuk tingkat
hukuman yang lebih berat terdapat kewenangan untuk
dibahas dan dijatuhkan oleh pejabat yang lebih tinggi

sesuai ketentuan dalam pasal 24 ayat 3 huruf'b.

Taliwang, 9 Nopember 2012

Narasumber,

Abdul Malik, S.Sos
NIP. 19641008 198603 1 018
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber . Edzoelverdy, SH

NIP : 19810924 200501 1 011

Jabatan :  Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan
Alamat dan No. Hp. : Jalan Bung Karno Taliwang Sumbawa Barat

Hp Nomor : 082147811180
Tempat Wawancara : Bidang Pembinaan Manajemen Pegawai Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 7 Nopember 2012
Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s.d 09.30
Pewawancara . Suryani Wagiarti, ST

a. Komunikasi

1. Pertanyaan : Apakah dalam_ setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten ~Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi
antara pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan” ) sehingga yang bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa

komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?
Jawaban : Selalu terjadi komunikasi yang bersifat teknis kedinasan
berupa panggilan maupun teguran secara kedinasan yang
dituangkan dalam berita acara pemeriksaaan (berupa tanya

jawab) kepada oknum PNS yang bersangkutan

2. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS, ada
komunikasi antara TIM Penanganan Kasus dengan dengan

Kepala SKPD terkait tempat oknum pegawai?
Jawaban :  komunikasi selalu dilakukan, karena setiap SKPD terkait,
atasan langsung masuk sebagai anggota tetap di tim sesuai

ketentuan pasal 25 PP 53 Tahun 2010
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3. Pertanyaan : Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke tingkat/
proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan pernah
dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : PNS yang melakukan pelanggaran wajib dipanggil dan
dibina oleh atasan langsung sesuai kewenangan yang

atribusi yang diberikan oleh PP 53 Tahun 2010.

b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana perubahan yang terjadi pada-oknum pegawai
tersebut yang telah mendapat pembinaan?

Jawaban : Perubahan yang terjadi biasanya terkait dengan berat
maupu ringannya ancaman  hukuman disiplin, tetapi
apabila tidak terjadi perubahan pada oknum PNS tersebut
akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.

c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?
Jawaban :setiap indikasi pelanggaran akan selalu mendapat
tanggapan berupa disposisi untuk melakukan pemeriksaan
maupun berupa surat tindak lanjut untuk proses

penjatuhan hukuman disiplin yang lebih berat.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan-pimpinan SKPD secara tanggap dan
tegas dalam menerapkan sanksi setiap pelanggaran di
siplin PNS?

Jawaban :  Masih banyak SKPD yang belum memahami kewenangan
untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan dalam PP 53
Tahun 2010 karena kebanyakan SKPD langsung

melimpahkan indikasi pelanggaran disiplin kepada
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inspektorat maupun Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan.
d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Sebenarnya tidak berpengaruh karena PP 53 Tahun 2010

telah memberikan kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin kepada atasan langsung PNS masing-masing

SKPD.

2. Pertanyaan : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban : Sebenarnya tidak berpengaruh karena yang melakukan

pengawasan adalah atasan langsung yang bersifat melekat.

3. Pertanyaan : Apakah strukturbirokrasi yang panjang berpengaruh
terhadap ‘penerapan sangsi hukuman disiplin PNS di
SKPDrsaudara?

Jawaban : ~struktur birokrasi yang panjang cukup berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin karena untuk
tingkat hukuman yang lebih berat terdapat kewenangan
untuk dibahas dan dijatuhkan oleh pejabat yang lebih
tinggi seperti ketentuan dalam pasal 24 ayat 3 huruf b.

Taliwang, 7 Nopember 2012

Narasumber,

Edzoelverdy, SH
NIP. 19810924 200501 1 011
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber :  Muhammad Ridwan, SH

NIP : 19830613 201101 1 010

Jabatan :  Staf Subbid Pembinaan dan Pengawasan

Alamat dan No. Hp. . Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten

Sumbawa Barat. Hp Nomor : 081805559929
Tempat Wawancara : Bidang Pembinaan Manajemen Pegawai Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 7 Nopember 2012
Waktu Wawancara : Pukul 09.30 s.d 10.00
Pewawancara . Suryani Wagiarti, ST

a. Komunikasi

1. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi
antara” pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan  sehingga yang  bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa

komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?
Jawaban : Iya untuk klarifikasi masalah pelanggaran disiplin
dilakukan komunikasi langsung dan tidak langsung.
Komunikasi langsung biasanya lewat handphone dan
secara tidak langsung dengan cara kedinasan yaitu
bersurat secara resmi kepada atasan langsung oknum PNS

yang bersangkutan.
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2. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS, ada
komunikasi antara TIM Penanganan Kasus dengan dengan

Kepala SKPD terkait tempat oknum pegawai?
Jawaban : ada, komunikasi dilakukan terutama terhadap kasus
pelanggaran disiplin PNS pada tingkat sedang dan tingkat

berat.

3. Pertanyaan . Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke tingkat/
proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan pernah
dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : Sebelum menjatuhkan keputusan hukuman disiplin, Tim
AD HOC melalui bidang Pembinaan Manajemen Pegawai
di BK Diklat melakukan. pemanggilan dalam rangka
pemeriksanaan atau pembinaan terhadap oknum PNS yang
melakukan pelanggaran sebelum kasusnya dilimpahkan

atau diproses lebih lanjut.

b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pegawai
tersebut yang telah mendapat pembinaan?

Jawaban : Setelah pembinaan, Ada beberapa terjadi perubahan
kearah yang lebih baik pada oknum PNS tersebut. tetapi
apabila tidak terjadi perubahan pada oknum PNS tersebut
akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.

c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?
Jawaban : Selalu mendapatkan tanggapan dari Bupati setelah
menerima ekomendasi dari instansi yang berwenang
dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP)

tanggapan dapat berupa disposisi untuk melakukan

CXXXVil

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

pemeriksaan maupun berupa surat tindak lanjut untuk

proses penjatuhan hukuman disiplin yang lebih berat.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan-pimpinan SKPD secara tanggap dan
tegas dalam menerapkan sanksi setiap pelanggaran di
siplin PNS?

Jawaban : Selama ini pimpinan SKPD msih kurang tanggap dan
tegas dalam menerapkan sangsi terutama penjatuhan
sangsi yang menjadi wewenang dari pimpinan SKPD

selaku atasan langsung oknu PNS yang bersangkutan.

d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Secara hirarkistruktur birokrasi tidak mempengaruhi

pelaksanaan aturan disiplin PNS. karena pengawasan dan
penjatuhan hukuman disiplin PNS ada pada atasan
langsung PNS tersebut.

2. Pertanyaan. : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban :  Sebenarnya tidak berpengaruh karena dalam PP 53 Tahun
2010, pengawasan terhadap PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin berada pada atasan langsung.

3. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi yang panjang berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin PNS di
SKPD saudara?
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struktur birokrasi yang panjang cukup berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin karena untuk
tingkat hukuman yang lebih berat terdapat kewenangan

untuk dibahas dan dijatuhkan oleh pejabat yang lebih
tinggi.

Taliwang, 7 Nopember 2012

Narasumber,

Muhammad Ridwan, SH
NIP. 19830613 201101 1 010
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Hendra Irwansyah, S.AP
NIP : 19820602 200501 1 010
Jabatan :  Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kabupaten
Sumbawa Barat

Alamat dan No. Hp. . Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor HP : 081909094093

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 2 Nopember 2012
Waktu Wawancara : Pukul 08.00 s.d 08.30
Pewawancara : Suryani“Wagiarti, ST

Hasil Wawancara
a. Komunikasi
1. Pertanyaan : Pernahkah ada sosialisasi, himbauan, edaran mengenai
aturan disiplin, dan upaya untuk meningkatkan disiplin
pegawai di SKPD saudara? Bagaimana pemahaman
saudara mengenai hal-hal tersebut diatas?

Jawaban : Pernah dan bahkan sering, Sosialisasi sering dilakukan
kepada seluruh pegawai di Dinas DIKPORA dan bahkan
ada kegiatan khusus tentang Sosialisasi Penerapan aturan
disiplin aparatur pada tahun 2011. Sosialisasi dan dan

himbauan tentang disiplin aparatur tetap disampaikan
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melalui rapat korrdinasi, apel pagi, apel sore serta kontak
person kepada aparatur yang perlu dibina. Dalam hal
pemahaman terkait masalah diatas, hampir seluruh
aparatur mengerti dan memahami tentang pemaparan

sosialisasi, himbauan dan edaran yang disampaikan.

2. Pertanyaan : Apa pendapat saudara tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apakah
saudara paham terhadap pokok-pokok kewajiban,
larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan
kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran?

Jawaban : untuk saat ini pemahaman tentang PP 53 Tahun 2010
sebagian besar~ telah saya ketahui dan kami
implementasikan di Dinas Dikpora hanya saja perangkat

dan pénunjang SDM untuk pelaksaananya masih kurang.

3. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi
antara pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan  sehingga yang  bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa
komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?

Jawaban : Iya, Di Dinas Dikpora hal pertama yang dilakukan dalam

penanganan kasus disiplin PNS disampaikan secara
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transparan kepada oknum pelanggar disiplin PNS dan
atasan langsungnya serta melakukan pembinaan kepada
yang bersangkutan baik secara lisan maupun secara tulisan

sesuai dengan teknis pelanggaran yang dilakukan.

4. Pertanyaan : Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke
tingkat/proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan
pernah dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : Sebelum dijatuhkan hukuman disiplin kepada aparatur
yang melanggar, pembinaan dilakukan oleh atasan

langsung maupun kepada dinas.

b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana-perubahan yang terjadi pada oknum pe gawai
tersebiit yang telah mendapat pembinaan?
Jawaban : Sebagian besar perubahan sikap aparatur yang melanggar

kearah yang lebih baik.

c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplgin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?
Jawaban : Sampai saat ini sikap pelanggaran disiplin PNS belum

pernah mendapat tanggapan dari Bupati mengingat
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hukuman yang diberikan hanya pada batasan hukuman

tertulis.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan SKPD saudara secara tanggap dan tegas
dalam menerapkan sanksi setiap pelanggaran di siplin

PNS?
Jawaban . Iya, di intansi kami secara tegas dan tanggap menerapkan

sangsi setiap pelanggaran disiplin sekecil apapun.

d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi, mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Struktur birokrasi saat ini tidak mempengaruhi

pelaksanaan-aturan disiplin PNS.

2. Pertanyaan : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban . Iya struktur organisasi yang panjang sangat mempengaruhi
proses pengawasan memgingat membutuhkan personil

yang banyak.
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3. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi yang panjang berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin PNS di

SKPD saudara?
Jawaban : Tidak struktur birokrasi yang panjang tidak berpengaruh

terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin.

Taliwang, 2 Nopember 2012

Narasumber;

Hendra Irwansyah, S.AP
NIP. 19820602 200501 1 010
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber . Farida Laela, SE
NIP : 19731231 200701 2 101
Jabatan :  Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Sumbawa Barat

Alamat dan No. Hp. : RT.01 RW.04 Kelurahan Menala Kecamatan
Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor HP : 081917267470

Tempat Wawancara : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 4 Nopember 2012
Waktu Wawancara : Pukul 08.00 s.d 08.30
Pewawancara . Suryani Wagiarti, ST

Hasil Wawancara
a. Komunikasi
1. Pertanyaan : Pernahkah ada sosialisasi, himbauan, edaran mengenai
aturan disiplin, dan upaya untuk meningkatkan disiplin
pegawai di SKPD saudara? Bagaimana pemahaman
saudara mengenai hal-hal tersebut diatas?
Jawaban : Pernah dan bahkan sering, Sosialisasi dan pengarahan
sering dilakukan dalam upaya peningkatan disiplin PNS
dilakukan pada saat apel pagi depan gedung graha fitrah

dan untuk surat edaran kami di SKPD juga sering
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menerimanya. Sosialisasi, himbauan, edaran tersebut
untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai
baik PNS atau PTT mengenai pokok-pokok kewajiban,
larangan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 dalam upaya
peningkatan disiplin kepada seluruh pegawai yang secara
tidak langsung dapat berdampak terhadap peningkatan

kinerja individu pegawai

2. Pertanyaan : Apa pendapat saudara tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apakah
saudara paham terhadap pokok-pokok kewajiban,
larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan
kepada PNSyangtelah terbukti melakukan pelanggaran?

Jawaban : PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan
langkah awal wuntuk menciptakan aparatur yang
professional. Dengan dibelakukannya peraturan tersebut
diharapkan memperkecil peluang PNS untuk membolos,
karena sangsi bagi PNS ykang melanggar disiplin lebihn
ketat dari aturan lama yang termuat dalam PP 30 Tahun
1980. Dan saya paham terhadap pokok-pokok kewajiban,
larangan dan hukuman disiplin dalam PP 5.3 Tahun 2010

tersebut
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3. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat, selalu terjalin komunikasi
antara pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan  sehingga yang  bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa
komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?

Jawaban : Iya, komunikasi dilakukan secara langsung dengan
memanggil oknum PNS vyang bersangkutan untuk
mengklarifikasi dan meminta keterangan terkait dengan

pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

4. Pertanyaan : Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke
tingkat/proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan
pernah dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : Iya, oknum PNS tersebut dipanggil untuk dimintai

keterangan serta dilakukan pembinaan.

b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pe gawai
tersebut yang telah mendapat pembinaan?
Jawaban : Kalo di instasi kami, oknum pegawai pegawai dipanggil
nuntuk dibina dan membuat pernyataan untuk tidak
mengulangnya lagi. Namun ada yang berusaha untuk

berubah menjadi disiplin dan ada juga yang membandel.
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Kami tidak bosan memanggil dan melakukan pembinaan

sampai yang bersangkutan dapat merubah diri.

c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran di Siplin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?
Jawaban : Di instansi kami pelanggaran disiplin masih bersifat
ringan belum sampai ke teguran lisan. . Pelanggaran
disiplin diinstansi kami hanya telat tidak apel pagi dan

keluar pada jam kerja tanpa ijin atasan langsung.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan SKPD saudara secara tanggap dan tegas
dalam menerapkan sanksi setiap pelanggaran di siplin

PNS?
Jawaban : Iya, di'intansi kami secara tegas dan tanggap menerapkan

sangsi sangsi setiap pelanggaran disiplin sekecil apapun.

d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Struktur birokrasi yang panjang tidak mempengaruhi

pelaksanaan aturan disiplin PNS.

cxlviii

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



14/41409.pdf

2. Pertanyaan : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban : Iya struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh karena lingkup pengawasan yang
luas sehingga menyebabkan pengawasan terhadap seluruh
pegawai tidak maksimal. Hal ini karena masih banyak
atasan langsung (kepala sub bidang) .yang tidak
mengetahui bahwa keberadaan staf .dikantor menjadi
tanggung jawab atasan langsung,

3. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasiy yang panjang berpengaruh
terhadap penerapan sangsi hukuman disiplin PNS di
SKPD saudara?

Jawaban . Iya struktur birokrasi yang panjang mempengaruhi
penerdpan  hukuman disiplin, karena untuk tingkat
hukuman disiplin yang berat terdapat kewenangan untuk

dibahas dan dijatuhkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Taliwang, 4 Nopember 2012

Narasumber,

Farida Laela, SE
NIP. 19731231 200701 2 101
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Fadlun, S.Adm

19621106 198503 2 009

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Jalan Pendidikan No. 171 Telaga Baru Kelurahan
Telaga Bertong Menala Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor HP : 08123763872

Kantor Inspektorat. Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat

1 Nopember.2012

Pukul 08.00 s.d 08.30

Suryani Wagiarti, ST

Pernahkah ada sosialisasi, himbauan, edaran mengenai
aturan disiplin, dan upaya untuk meningkatkan disiplin
pegawai di SKPD saudara? Bagaimana pemahaman
saudara mengenai hal-hal tersebut diatas?

Pernah dan bahkan sering, Sosialisasi tetang disiplin
aparatur dilakukan pada saat rapat koordinasi, apel pagi
dan apel sore, untuk edaran dan himbauan dari BK-

DIKLAT tentang Peningkatan disiplin Pegawai tetap
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dikirimkan ke kami. Dalam hal pemahaman saya terkait
masalah diatas, hampir seluruh aparatur termasuk saya
mengerti dan memahami tentang pemaparan sosialisasi,
himbauan dan edaran yang disampaikan

2. Pertanyaan : Apa pendapat saudara tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apakah
saudara paham terhadap pokok-pokok kewajiban,
larangan, dan hukuman disiplin yang ‘dapat dijatuhkan
kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran?

Jawaban :  Sebagian besar isi PP 53 Tahun 2010 sudah saya pahami

baik kewajiban dan larangannya. Di dalam Pasal 3 angka
11 PP 53 tahun 2010 diatur larangan dan kewajiban PNS
tentang "masuk kerja dan mentaati ketentuan jam masuk
kerja”. Bahwa setiap PNS wajib datang, melaksanakan
tugas,“dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak
berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila
berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada atasan
langsung atau pejabat kepegawaian. Keterlambatan masuk
kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan
dikonversi 7 %2 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu)
hari tidak masuk kerja.
Sanksi yang diberikan adalah :
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
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b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10
(sepuluh) hari kerja.

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11
(sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

3. Pertanyaan : Apakah dalam setiap kasus pelanggaran disiplin PNS di
Kabupaten Sumbawa Barat, selalu terjalin.. komunikasi
antara pimpinan dan oknum pegawai yang melanggar
aturan  sehingga  yang . bersangkutan mengetahui
pelanggaran yang dilakukan? Jika iya, bentuk seperti apa
komunikasinya, Secara langsung atau secara tertulis?

Jawaban : Iya, komunikasi.dilakukan secara lisan dengan langsung
dengan memanggil oknum PNS yang bersangkutan untuk
mengklarifikasi dan meminta keterangan terkait dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

4. Pertanyaan : Apakah sebelum mengambil keputusan disiplin ke
tingkat/proses selanjutnya, oknum PNS yang bersangkutan
pernah dipanggil untuk melakukan pembinaan?

Jawaban : lya, sebelum penjatuhan hukuman disiplin knepada oknum
PNS melanggar. Pembinaan tetap dilakukan oleh atasan

lansung dan pejabat kepegawaian.
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b. Sumber Daya
1. Pertanyaan : Bagaimana perubahan yang terjadi pada oknum pe gawai
tersebut yang telah mendapat pembinaan?

Jawaban : Tergantung dari individu oknum pegawai tersebut. Ada
yang sekali pembinaan dan langsung memperbaiki diri dan
ada yang berkali-kali bahkan sampai dijatuhkan hukuman
disiplin yang lebih berat.

c. Disposisi
1. Pertanyaan : Apakah setiap indikasi pelanggaran.di.Siplin PNS selalu
mendapat tanggapan dari Bupati?

Jawaban : Iya selalu mendapat tanggapan dari Bupati.

2. Pertanyaan : Apakah pimpinan'SKPD saudara secara tanggap dan tegas
dalam menerapkan sanksi setiap pelangga ran di siplin

PNS?
Jawaban . Iya, di intansi kami secara tegas dan tanggap menerapkan

sangsi setiap pelanggaran disiplin.

d. Struktur Birokrasi

1. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan
aturan disiplin PNS?
Jawaban : Struktur birokrasi yang panjang tidak mempengaruhi

pelaksanaan aturan disiplin PNS.
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2. Pertanyaan : Apakah struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan menjadi
lemah?

Jawaban : Iya struktur organisasi yang panjang membuat rentang
kendali menjadi jauh karena lingkup pengawasan yang
luas sehingga menyebabkan pengawasan terhadap seluruh
pegawai tidak maksimal dan membutuhkan personil yang

banyak.

3. Pertanyaan : Apakah struktur birokrasi. yang panjang berpengaruh
terhadap penerapan sangsiy hukuman disiplin PNS di

SKPD saudara?
Jawaban . Iya struktur, birokrasi yang panjang mempengaruhi
penerapan whukuman disiplin, karena untuk tingkat
penjatthan  hukuman disiplin yang berat terdapat

kewenangan untuk dibahas dan dijatuhkan oleh pejabat

yang lebih tinggi.
Taliwang, 1 Nopember 2012
Narasumber,
Fadlun, S.Adm
NIP. 19621106 198503 2 009
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BIODATA PENELITI

Suryani Wagiarti, ST
016764069

Sumbawa Besar, 29 Nopember 1979
Perempuan

- Warsidi Warsorejo (Alm Ayahnda tercinta)
- Kartini (Ibunda tercinta)

- Arief Nurdianto (Suami tercinta)

- Adi Nova Kurniawan (Ananda tercinta)

Lingkungan Kenangan Bawah RT. 05 RW. 03
Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat < NTB

081-13900155

arieyani.nova@gmail.com
nova_sur@yahoo.com

- SD Diponegoro Sumbawa Besar

- /SMP-Negeri 1 Sumbawa Besar

= SMU Negeri 1 Sumbawa Besar

= Universitas Samawa Sumbawa Besar

- Staf Dinas PU Kabupaten Sumbawa, Maret
1999 - Juni 2005

- Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat, Juli 2005- Maret
2011

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat, Maret 2011-
Sekarang

Prestasi atau Penghargaan yang pernah diraih : -

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Taliwang,  Juli 2013
Peneliti,

Suryani Wagiarti, ST
NIM. 016764069
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